LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SEMARANG

NOMOR : 8 TARUN : 1983 SERY : D NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAEm TINGKAT II SEMARARG
NOMOR : 5 TAHUN 1983
TEET AR G

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
"PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAKEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EEPALA DABRAE TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa sebagai pelaksangan ketentuan Pasal
8 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tabun 1979
tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

- I1 Semarang mengenal Tata Cara Pengambilan -
Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten~

_ . tang. Pokok-pokok Pemerintahn di  Dae-
rah §

2. Undang-undang Nomor 13 'Eah,un 1950 ten-

tang Pembentukan Daersh—dgerah Kabupa -

ten dalem lingkungan Propinsi Jaws -
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- 2 _ ;

u!nnsah ;

3. Undang~undang Nomor 5 Tahun 1979 ten-
tang Pemerintahan Desa ;

4, Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilih -
an, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentien Sementara dan Pemberhentian Ke
pala Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambil
an Sumpah/janji dan Pela.ntikan Kepala
Desa

6., Instruksi Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jave Tengah tenggal 25 April 1981
Nomor 188.5/122/1981 tentang Petunjuk
Pelsksanaesn Peraturan/Keputusgn Mente-
ri Dalem Negeri dalam rangka Pelaksang
en Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ten
tang Penmerintshan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Pervakilan Rakyat Deerah XKa
bupaten Daersh Tingkat II Semarang.

MEMUTUSEKAN @

Menetapkan: PERATURAN DAERAE KABUPATEN DAERAH TINGKAT
TI SEMARANG TENTANG TATA CARA PENGAMBIL-
AN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN  KEPALA
DESA.

" BAB I

o KETENTUAN UMUM

Y
bW Pn ]

Dalam Persturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

a. Gubernur Kepala Daarah adalah Gubernur
Kepala Daerah Tingkst I Jawa Tengah ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke
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pala Dgcrah Tinskat II Scnar;ng H _

esa adalah suatu wilayah yang ditempg

ti oleh scjunlnh pendudik sebagal ke -

" satusn masyarakat terpasuk di dalamnya

- kesatuan masyaraket hukum yang mempu
nyai organisasi pemsrintahan terend
langsung dibawah Camai, dan berhak me-

- nyelenggarakan rumah tangganya sendiri

daiam ikatan Negara Kesatnan Republik

Indonesia ;

d. Kepala Desa adalesh salah satu Pernng -
kat Pemerintah Desa yang dipilih oleh
ponduduk Desa yang bersangkutan dan 4i
angkat oleh Bupati Kepala Daergh atas
‘nsma Gubernsur Kepala Daerah untuk sue-
tu masa jJabatan.

BAB I
"PENGAMBILAN SUHPAH/UA!JI DAN PELAETIKAI
Pasal 2

(1) Sebelum memangku jabatannys Kepala Dtla . beYpm

sugpak menurut agamanya atau bor3|;‘ dcngnn
sungguh-sungguh dan dilantik oleh pati Kepala

Daerah atew pejabat yang ditunjuk olthnya atas
nama Gubernur Kepala Daersh.

(2 Suaunan kata-kata sumpah/janji sabagainnna di-

meksud dalam ngat (1) Paaal 1ni. udalth sebagai
_barikut 5

- " Saya bersulpah/berjanji hahwa saya untuk d1~
angkat menjadi Kepala Dosa. langsung: atan’ ti-
dak langsung dengan nama atau dalih -apapun , .
‘tidak memberikan ateu menjanjikan atnu ~ akan

 memberikan sesuatu kepada siapapun juga. '

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk mg

lakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
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-

j.batqn ini, tidak sekali-kali akan menaring lang
sung atau tidek langsung dari siapapun juga sesug

tu janju atew pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahvae saya skan memenu-
hi kewajiban saya sebagal Kepala Desa dengan sg
baik-baiknye den sejujur-jujuraya, bahwa saya akan
teat dan akan mempertahanken Pancasila sebagal dg

. sar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa ~

(1)

(2

akan mepegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan se-

gala peraturan perundang-undangan yang berlaku

bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa says aken memegang

rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menu -

rut perintab harus saya rahasiskan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalan
kan jebatan gtau pekerjaan saya, senantiasa akan

lebih mengutemakan kepentingen Negars, Daerazh dan

Desa dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang
atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggl

kehormaten Negara, Pemerintah, Daerah dan Desa.,

Saya bersumpah/berjanji, bahua saya skan berusaha

seluat tenaga membantu memajukan kesejahieraan mg

syarskat pada umumnya dan masyarakat Desa pada

khususnys, akan setia kepada Bangse den Raganad{gﬂu o
‘satuan Republik Indonesia ",

Pasal 3

Pengambilan sumpsh/janji dan palantikan Kepala D
sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 §
Peraturan Daerah ini, diselenggarakan di pusat pe
merintahan Desa dalam suatu upacara yeng ‘dibadiri

oleh para anggota Lembaga Musyavarak Desa dan Pe-

muka - pemuka masyarakat lainnya dalam . wilayah

‘Desa yang bersangkutan,

Apabila pengembilan sumpah/jenji dan pelantikan -

' Kepala Desa sebagaimana dimaksud- ayat (1) Pasal -

ini, karena alasan-alasan tertentu tidek memungkin

540

el S

e —————————EN




ken dilaksanakan di- pusat pemerintahan Desa, Bupa
. %1 Kepala Daerah menetapkan tempat lain guna pe =
ngambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 4

Pada upacara pengsmbilan sumpah/janji dan Pelantik
an Kepala Desa sebagaimana dimsksud dalam Pasal
3 Peraturan Daerah ini, kepala Desa yang akan di= -
lantik berpakaian dinas upacera berwarna putih,

Pasal 5

Urutan acara dalem pengambilan sumpsh/janji dan -
pelantikan Kepala Desa adalah sebagal berikut :

a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala  Dae~-
rah § 4 _

b. Pengambilan sumpah/janji jebatan oleh Bupeti
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh=-
nya j§

c. Penanda tnnganan Berita Acara pengambilen sum-
pah/janji ;

d. Kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau
pejabat yang d itunjuk olehnya ;

e, Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Da

" erah ateu pejabat yang ditunjuk olehnys ;

f. Penanda tangan Berita Acara serah terima jabat
an j

g. Amanat Bupati Kepala Daerah

h. Pembacaan do'a.

. BAB III
- ~ KETENTUAN PENUTUP
‘Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua
peraturan yang mengatur mengenal Tata Cara Pengenm
bilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan
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...6".‘..-

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku,
‘Pasal 7

fl Hal-hal yang berlum diatur dalam Paramuran Daerah ini
ekan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai barlaku sajak tanggal di -
undangkan.,

Ungax-an, 7 Pebruari 1983,~

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG,
TINGKAT II SEMARANG .
- KETUA,
ttd.  ttd.

( ISMOYO HADISOEMARTO ) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepa-
1la Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 18 Juni 1983
Nomor 188.3/138/1983,

Diundangken Dalam Lambaran Daersh Kabupatan Dge
rah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tanggal 22 = Aguaius
1983 Seri D Nomor 5. '

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd,

rs, BAMBANG SRIWIDIYOKO
“¥iP, 01002674k,
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